1. Kebijakan/Analisis Fiskal (APBN)

2. Instrumen DesFis,

3.Anggaran Berbasis Kinerja,

4.Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah
(Belanja Berkualitas),

5. Perencanaan Pembangunan
Oleh

Bambang Juanda
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APBN
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Sumber Pembiayaan
» Utang

* Investasi

*  Pemberian Pinjaman
* Lainnya

Tepat waktu realisasi
pendapatan

APBN Berkualitas adalah APBN yang
mengoptimalkan pendapatan dan belanjanya
dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan
nasional yang dilakukan secara efisien dan efektif,
tepat waktu (realisasi pendapatan & belanja),
transparan dan akuntabel (Juanda, 2019)

Dapat
Dipertang-
gungjawabkan




Politik Ekonomi APBN

* Kebijakan Fiskal domain kekuasaan eksekutif.
Pemerintah menentukan visi, tujuan & teknis
kebijakan fiskalnya (PB dan pembiayaannya)
* Politik (institusi & kebijakan) mempengaruhi
Kinerja ekonomi.

e Kebijakan ekonomi mempengaruhi kinerja politik.

* Faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan
Kinerja ekonomi adalah kestabilan politik dan
nukum

* Kesuksesan politik “dilihat dari” kebijakan ekonomi
yvang sehat (Inklusif, berkelanjutan, dan
bertanggungjawab)

BJ-IPB



- |
Sinergi Penyusunan APBN

(melibatkan semua pihak)

|. Teknokrat:

Analisis data/kondisi ekonomi; Prioritas
pembangunan; Desain PB & Pembiayaan

2. Politis:

Janji politik; Proses kabinet; Proses DPR & DPD;
Proses daerah

3. Tata Kelola:

Kecepatan vs governance; Transparansi &

akuntabilitas; Kepatuhan & Pragmatis




APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN “MASYARAKAT ADIL DAN
MAKMUR"

| PEMERATAAN
. KEADILAN

KESEJAHTERAAN

-
— — —

\\

' KEMENTERIAN KEUANGAN RI




B
TANTANGAN PENGELOLAAN FISKAL

Mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan

Penerimaan Negara Belanja Pusat

» Reformasi Perpajakan

» Reformasi Bea & Cukali

« PNBP Optimal

* Meningkatkan tax ratio

* Insentif fiskal untuk menjaga
iklim investasi

« Efisiensi & Simplifikasi
Perangi Korupsi
Sesuai Prioritas
Perencanaan & sinergi
Subsidi tepat sasaran.

KESEJAHTERAAN

Fiscal

Sustainability

\ &

esehatan Fiskal 4
- V

Belanja Daerah

* DAU-equaliser

* DAK Pengurang Kemiskinan &
Kesra

» Dana Desa yang Efektif

» Dana Otsus yang akuntabel
&efisien

Pomblayaan
Hati-hati & Bijaksana

* Arah untuk produktifitas

« Pembiayaan inovatif &
kreatif (LPDP/SWF, LMAN,
PPP);

« Pengendalian risiko

Q KEMENTERIAN KEUANGAN R

BJ-IPB



ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL

Menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan

~ Sustainable
APBN sehat & Welfare
berkelanjutan Q ~ Development o

Penguatan 3 Fungsi ¢
Pokok Kebijakan Fiskal

«  Optimalisasi « Fungsi «  Aspek * Pertumbuhan
Pendapatan Alokasi Ekonomi ekonomi

*  Quality of «  Fungsi « Aspek Sosial * Pengurangan
spending Stabilisasi «  Aspek o Pengangguran

+ Sustainable * Fungsi Lingkungan o Kemiskinan
Financing Distribusi * Inklusif o Kesenjangan

o APBN yang sehat adalah fondasi untuk mewujudkan kesejahteraan;

o Melalui APBN yang sehat akan mendorong 3 fungsi pokok dapat berfungsi optimal yang
selanjutnya akan menopang pembangunan yang berlanjutan

o Pembangunan yang berlanjutan akan menghantar terwujudnya kesejahteraan yang
berkeadilan.

BJ-IPB
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APBN 2018
Defisit 2018 lebih rendah dari 2017

7. = Belanja Pemerintah
2,19% PDB Pusa
(2017 : 2,67% PDB) 1.443,3
. KL 814,1
+ NonK/L 629,2
*‘%
- . Transfer ke Daerah dan
" Dana Desa
Q PENERIMAAN PERPAJAKAN = - 76] r]
1.609,4
= BELANJA
- PENERIMAAN BUKAN PAJAK PENERIMAAN
. ’

Pembiayaan

Keseimbanagan Primer ‘ el
mi J” : 4 i f\‘
il 84) s

—_— VIE | } Pembiayaan Utlang 399, 2
Penurunan dari ( %-)42 5 ) ? 4

ol

[y 3
Menunjukkan bhw APBN semakin sustainable PMN/Investasi ( I,/ )
Sumber: Nazara (2017)




—
STRATEGI UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN

1 : 2 4
Meningkatkan akses ke - Meningkatkan akses ke Penguatan fungsi pajak untuk
layanan dasar permodalan redistribusi pendapatan dan
Pendidikan dan Kesehatan + Peningkatan akses untuk mewujudkan keadilan
. pemberdayaan melalui KUR, LPDB e Heskinsan hask natak
* Peningkatan dan pemerataan KUMKM, pembiayaan Ultra Mikro ; = :
supply side antar daerah * Penerapan pajak progresif
* Sinergi bansos dan subsidi ] * Pajak tanah progresif
* Peningkatan efektivitas PIP, Bidi , p—,
Misi, PKH (review dan reformulasi = KEMISKINAN DAN :
bantuan) perluasan sasaran; : _____KE?EN-_'?N_GAN ______________ i 5
Infrastruktur dan Perumahan 3 Meningkatkan akses ke pekerjaan Mengendalikan harga pokok
berkualitas melalui perbaikan *  Menjaga keseimbangan
* Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM permintaan dan penawaran
supply side infrastruktur (DAU, * Mendorong pendidikan vokasional * Perbaikan tata niaga bahan
DAK, dan Dana Desa) (review besaran BOS SMK) —»  pokok
* Program Sejuta Rumah, FLPP, * Pelatihan kewirausahaan * Subsidi tepat sasaran
Subsidi bunga, subsidi uang muka  Link&match SMA dengan PT * Hfisiensi distribusi (perbaikan
. Penyediaan sapras pelatihan infrastruktur dan sistem
keterampilan logistik)

* Penguasaan Iptek

@ KEMENTERIAN KEUANGAN R

Sumber: Nazara (2017) BJ-IPB



B
REMORMASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Porsi alokasi untuk infratruktur, kesehatan, dan pendidikan semakin meningkat. Meskipun, efektivitas dan
efisiensi masih harus ditingkatkan

Awal reformasi subsidi

440.9
Pendidikan
409.0
129,9%
Infrastrukture
A2018:2014

202,

187.8

B

80,7%

Kesehatan

110.2

103.4

415 48.2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: Nazara (2017) BJ-IPB



B
AKSELERASI PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN

Mendorong efektivitas bantuan sosial, subsidi, dan Dana Desa

ARAH KEBIJAKAN

TOTAL (inliun rupiah)
Peningkatan ketepatan sasaran melalvi penggunaan basis data terpadu
2 9 2 [ 8T Sinergi antar program

Penyempurnaan skema program dan mekanisme penyaluran secara non tunai

Spbsidi.*. ~ Program Keluarga Program Bantuan luran JKN bagi Bantuan Bidik Dana
roersessea® Harapan Indonesia Pintar  masyarakat miskin Pangan Misi Desa
161,6 17,3 10,8 29,9 155 4,1 60,0
° Penerima Bantuan luran o i
A  Program Keluarga Harapan ‘ Program JKN ﬂ Program Indonesia Pintar
m)‘ 10 juta KPM v 92 4 juta jiwa 19,7 juta siswa
= Dana Desa
e subsidi dan Bantuan Pangan .. ey .:: Penyediaan Bantuan Kelompok 24 f\
Sasaron kesehwwhan " & Usaha Ekonomi Produktif T 74958 Desa

15,6 juta KPM g e
“‘"“ﬂ‘ Perluasan BPNT o
@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BJ-IPB




-
MENDORONG SUBSIDI LEBIH TEPAT SASARAN

ARAH KEBIJAKAN
Perbaikan ketepatan sasaran RT penerima tarif listrik bersubsidi (Y00VA)

TOTAL (iliun rupiah)
Sinergi antara subsidi dengan program-program perlindungan sosial , antara lain penyaluran Rastra
1 7 2 4 dalam bentuk bantuan pangan non-tunai (BPNT) secara bertahap
!

Peningkatan akurasi data penerima manfaat subsidi dan perlindungan sosial lainnya, menggunakan
basis data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (TNP2K dan Kemensos)

Kebijakan pengalihan subsidi benih menjadi program bantuan langsung benih unggul (BLBU) kepada
para petani melalvi bansos K/L.

I\ subsiai 103,4 Subsidi 69 0

Energi ~= Non-energi
Siins tara lain:
) Subsidi BBM & LPG areraan

5 1 1 - Peroaikan penyaluran untuk fi Subsidi Pa ngan

[ memperbaiki ketepatan sasaran untuk 5,6 juta KPM
« Subsidi tertutup untuk LPG tabung 3 7 7 3 + Sinergi subsidi rastra dengan BPNT
kg
Subsidi Listrik Subsidi Pupuk

5 2, 2 « subsidi tepat sasaran untuk 28 5 . Penyempumaan dola penerima
I

dengan NIK menggunakan kartu
» volume pupuk 9.5 juta ton B

pelanggan 450 VA dan 900 VA

Sumber: Nazara (2017), APBN 2018
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BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS

Rumah tangga dengan desil terendah telah menerima subsidi dan bantuan sosial sekitar 35% dari fotal konsumsi mereka

Benefits by Market Income Decile: Absolute and Relative Terms

0% 12
10
5% E
102
2
= s
o g8 T
I
2 %8 3
‘E 0
§m 52 6 2
I

- 4] c§
5 15% :
10% 2
8
2 7
5% 2

0% 0

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expenditure Decile

BLPG mEecticity mDiesel mRastra mPKH ®mPIP o Total Subsidy and Social Assistance (RHS)

Source: PKEM-BKF staff calculation using Susenas 2014-2015




DAMPAK TERHADAP KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN

Program PKH dan Indonesia Pintar menjadi yang paling efekfif dalam meningkatkan pemerataan

Conceniration Curve

100%

0%

0%

§ & &

Cum. Share of
&

o
0
5
7]
a
<
[+
$
]
8
3

&

3 4 5 & 7
Disposable Income Decile

Source: PKEM-BKF staff calculation using Susenas 2014-2015

Effectiveness in Reducing Poverty and Gini

LPG Subsidy
s Diiesel SUbsicly Effectiveness in reducing Gini (poin / ir Rp)

s— Rasira

PKH Rastra .

Indonesia Pintar
—— 45 degree ine

_ LPG Subsidy
Diposable Income -

n Effectiveness in reducing poverty (% / ir Rp)

e

0020 0000 0020 0040 0050 0080 0100 0.J20 0140 0.160
Indeks Efektivitas

Source: PKEM-BKF staff calculation using Susenas 2014-2015




_ Fokus Anggaran Prioritas

MENJAGA ANGGARAN PENDIDIKAN TETAP 20 %

Pemerataan akses & kualitas pendidikan, penguatan vokasional, serta SWF pendidikan

2018:
o, 40,9
& | -

426,7(9@« 7" e | BPP |

) / @ —1_Ro1466T __
p* R 5 Program 2
i TKDD i m Indonesia Pintar 19,7 Juta Jiwa
)

1...Rp146,6T

(miiun rupiah)

Sasaran Target

6@6 Bantuan Operasional g juta jiwa

] o
i Rp15T |
el ‘ Beasiswa 401 5 rib
o r2 FIDU
Bidik Misi A
Budedl mahasiswa
Pembangunan/Rehab 61 2 ri
ribu
_ ’
Arah kebijakan ﬁ Sekolah/Ruang Kelas
1. Meningkatkan akses, diskibusi, dan kvalitas pendidikan
2. Memperbaiki kvalitas sarana dan prasarana sekolah @ Tunjangan Profesi Guru
3. Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda « NonPNS  213,7 ribu guru
4. Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match) * PNS 257,2 ribu guru
5. Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk sustainable -
education
6. Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin 3

Sumber: Nazara (2017)




B Fokus Anggaran Prioritas
ANGGARAN KESEHATAN DIJAGA SEBESAR 5% TERHADAP APBN

Meningkatkan supply side, akses dan mutu layanan, serta keberlanjutan JKN

2018:
i 110,2
2017 o . A
106,7 - t BPP | asaran Targe
v Rp807T |

TKDD

(ﬁ gz?gl;am Indonesia 92, 4 juta jiwa
Rp29,5T | ﬂ

e en Kesertaan ber-KB melalui

2015: >y @ : .
€l peningkatan akses dan 1,8 juta orang
74,8 - 2 el e ' o B kualitas pelayanan KBKR ,
2014: ,'4 @ K B
y ’

—— N
T =
HO\
=
&
AN

61,0 Imunisasi untuk anak
usia 0-11 bulan 92,5%
V4
'
Penyediaan sarana fasilitas
Arah kebijakan kesehatan yang berkualitas 49 RS/Balkes

1. Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan

Sertifikasi obat dan 74.0 ribu
2. Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak - ,

menular dan program untuk ibu hamil & menyusvi
o - - -
T . 95% Kasus Malaria diobati

3. Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN dan HIV 520/ Kasus HIV diobati

4. Meningkatkan peran Pemda untuk supply side dan peningkatan mutu layanan 3

Sumber: Nazara (2017) BJ-IPB



_ Fokus Anggaran Prioritas

ANGGARAN INFRASTRUKTUR KONSISTEN MENDUKUNG AKSELERASI PEMBANGUNAN
Berfokus pada Peningkatan kapasitas produksi & daya saing, Konektivitas dan Perumahan untuk MBR

RAPBN 500
2018

Rp409,0T ] A d

401.1 409.0

256.1 265.1
1 1455 155.9 154.7 I I
I I T I | I T T 1

X hub Investasi 0
Kemen PUPR  EMEMNT py Pemeriniah (PMN) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(iiunrupich) 106, 9 48,2 280 41 APBNP RAPBN

Pembangunan dan Preservasi Jalan
M Penyediaan dan Peningkatan

Pembangunan LRT (lanjutan age 4
+ Pembangunan Jalan 856 km 23 km'sp 9 fhon ) "% kualitas Perumahan Masyarakat
Bar Berpenghasilan Rendah
* Pembangunan jalan ol 25 km A
Pemb Bandara B + Pembangunan 7.062 unit
+ Pembangunan 8.761 m < embangunan Bandara Baru T
e B - « Bantuan Stimulan 180.0 ribu unit
(peningkatan/
pembangunan)
Pembangunan jalur KA Informasi dan Telekomunikasi
639 km'sp * Pembangunan desa 100 lokasi
Angka sementara broadband terpadu
— * Pembangunan BTS :
di daerah blankspot, .
terutama daerah 3T

Sumber: Nazara (2017)




B
MENJAGA DEFISIT DAN RASIO UTANG THD PDB PADA TINGKAT YANG MANAGEABLE

Perkembangan Defisit vs Rasio Utang thd PDB

Berkomitmen utk tetap menjaga rasio utang thd

218 l 2018 _ . PDB pada tingkat yang manageable

Memastikan utang hanya utk

[l T mendukung keglatan yang
produktif

Menciptakan Innovative and creative

I I fnacig tk mendulurg

pembangunan infrastruktur
Berkomitmem kepada lembaga

asing

Mendukung perkembangan usaha mikro,

2014 ,
2 T kecil, dan menengah; program

perumahan; dan pendidikan melalui

-~ l 2013 _ - sovereign wealth fund (SWF)

mDebtto GDP (%) mDeficits (%)

Sumber: Nazara (2017) BJ-IPB
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Defisit Fiskal Indonesia Rendah dengan Pertumbuhan Tinggi

Rata-rata defisit & pertumbuhan satu dekade terakhir
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Sumber: World Economic Outlook -

B Pertumbuhan PDB

7.4 m Defisit fiskal
48
zz 21
I I l ” -
-6.2
=H.4 6.7
> o © o s ° = £ C -
[} [ = W ! H
* 5 g £ - " s ] g
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-—. 3 B 3 z
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ralns

IMF April 2017, CEIC, Kemenkeu diolah
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B
POSISI UTANG

(Per Juli 2017)
SBN Rupia Dint
58,4% injaman
Luar
Rp 3.780 Negeri triliun Rp
triliun

19,3% Pinjaman Luar Negeri 7129,6

Pinjaman Dalam Negeri

22,2% SBN Rupiah 2.206,1

KOMPOSISI UTANG

4.000

= 3.500
3.000
2.500 3 2.019
2.000
m&‘”
1.500 ;.m
gie 903 993
1.000 652 661 55 ea9 653 659 93 737
o0 o o - -~ - -~ wy “w r—- ~ - ~r wy “w
3 b b b= 8 b= 8 38 8 8 g 8 3 b= 5 s b
(500) — - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

M valas Rupiah

@ KEMENTERIAN KEUANGAN RI




Berapa utang yang harus ditanggung oleh setiap warga negara?

“Compared to other emerging and
developed countries, Indonesia has
even lower debt percapita...”

Public Debt as Percentage of GDP
M ess then 30% 30%-60% WM 60%-100% W 100% - Above

How to read: The more each citizen of a country owes, the closer to the center of the map the country Is.
Countries appear bigger as clebt per capita to pay down countries' debt is higher. e.g. Japan. Conversely,
countries where debt per capita is lower appear smaller in size and farther from the center. e.g. Yemen, The
colour of the country indicates the public debt as a percentage of GDP.

Sources: https,//howmuch.net/articles/per-capita-debt
International Monetary Fund, World Bank and CIA World Factbook




D External pressures also reflected in several budget items.. However overall budget performance <
remains healthy due to prudent fiscal management.. &,

2018 2019
(IDR?E::EION) Budget 1% Half Growth  Full Year % of Budget 1* Half Growth  Full Year % of
Real. (%) Audited Budget Real. (%) Outlook  Budget
A. STATE REVENUE
l. DOMESTIC REVENUE 1,893.5 830.3 15.6 1,928.1 101.8  2.164.7 898.0 82 20294 93.8
1. TAX REVENUE 1,618.1 653.5 143 1,518.8 939 1,786.4 688.9 54 16431 92.0
TAX RATIO (%) 11.6 49 11.4 12.2 47 1171
2. NON TAX REVENUE 2754 176.8 21.0 409.3 148.6 3783 2091 182 386.3 1021
Il._GRANT 1.2 3.1 1,363.8 156 1,300.5 0.4 0.7 (76.5) 1:3 307.8
B. STATE EXPENDITURE
l.  CENTRAL GOVT EXPENDITURE 1,454.5 558.4 12.0 1,455.3 100.1 1,634.3 630.6 129 1,527.2 93.4
1. LINE MINISTRIES EXPENDITURE 8474 296.0 121 846.6 999 8554 3423 15.7 8549 999
2. NON LINE MINISTRIES EXPENDITURE 607.1 2624 1.9 608.8 100.3 778.9 288.2 98 672.2 86.3
Il. TRANSFER TO REGION AND VILLAGE FUND  766.2 385.6 (2.3) 7571.8 98.9 826.8 403.9 48 814.5 98.5
1. TRANSFER TO REGION 706.2 3497 (3.0) 697.9 988 756.8 3621 35 7446 984
2. VILLAGE FUND 60.0 359 - 59.9 998 70.0 418 - 69.9 999
C. PRIMARY BALANCE (87.3) 10.0 (114.7) (11.5) 13.2 (20.1) (1.0) (109.7) (34.8) 172.9

% BUDGET SURPLUS/(DEFICIT) TO GDP (2.19) (0.74) (1.82) (1.64) (0.84) (1.93)

OF WHICH: DEBT FINANCING 3992 176.0 3720 932 3593 1805 3739 1041
OF WHICH: GOVT SECURITIES (SBN) 1926 3584 86.5 389.0 195.7 3819 98.2
ISSUANCE

suusoeemawene || er| | w2 | o] ws| | w|

Sumber: Nazara (2019) BJ-IPB




POSTUR RAPBN 2020

(triliun rupiah)

2019 2020
Uraian
APBN Outlook RAPBN

A. PENDAPATAN NEGARA 2.165,1 2.030,8 2.221,5
I. PENDAPATAN DATAM NEGERI 2.164,7 2.0294 2.221.0

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.786.4 1.643.1 1.861.8

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 378,3 386,3 359.3

II. PENERIMAAN HIBAH 0.4 1.3 0,5
B. BELANJA NEGARA 2.461,1 2.341,6 2.528,8
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.634,3 1.527,2 1.670,0

1. Belanja K/L 855 4 5549 8584.6

2. Belanja Non K /L 778.9 6722 785.4

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 826,8 s14 4 858,8

1. Transfer ke Daemh 756,8 7446 786.8

2. Dana Desa 70,0 69.8 72,0
C. EESEIMBANGAN PRIMER :A-(B-bayal’ bunga) (20,1) 34,7) (12,0)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (296,0) (310,8) (307,2)
%% Susgplus/ (Defisit) Anggaran techadap PDB (1,84) (1,93) (1,76)

E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 296,0 310,8 307,2
I. PEMBIAYAAN UTANG 359,3 373,9 3519
II. PEMBIAYAAN INVESTASI (75,9) (75,8) (74,2)
III. PEMBERIAN PINJAMAN (2,4) (2,3) 5,2
IV.EEWAJIBAN PENJAMINAN 0,0 0,0 (0,6)

V. PEMBIAYAAN ILAINNYA 15,0 15,0 25,0

Sumbesr: Kementerian Keuangan




APBN
(iliun Rupiah)

A. PENDAPATAN NEGARA
l.  PENDAPATAN DALAM NEGERI

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN

a. PENDAPATAN DJP (include PPh migas)
b. PENDAPATAN DJBC

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ll. PENERIMAAN HIBAH

B. BELANJA NEGARA

l.  BELANJA PEMERINTAH PUSAT
1. Belanja K/L
2. Belanja Non K/L
ll. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
1. Transfer ke Daerah
2. Dana Desa
C. KESEIMBANGAN PRIMER
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN
a.l. PEMBIAYAAN UTANG
al - Surat Berharga Negara (neto)

Postur Realisasi APBN s.d. 31 Agustus 2018

2016 2017
Redisasi o v Growh bockcd
awesa3 oll OO amwe san
Agustus Agustus

17862 8735 489 07 17361 934 56
17842 8723 489 06 17B0 920 56
1592 N4 42 18 14n7  TBI  R9
13552 628 460 A1 1236 &% 55
1840 886 482 (19 ®1 96  £0
51 109 656 43 202 1983 743
20 12 616 2 3 13 9
20029 11350 545 77 2133 L1983 562
13067 647 493 38 13670 6957 509
%8 M5 415 137 86 ¥2 M)
589 M2 00 (68 S84 X85 54
73 403 632 132 7663 5026 656
793 AR9 &1 104 7083 A1 660
40 4 M7 00 &0 %S &9
(1055) (1455 1379 630  (780)  (840) 472
2967) (2615 881 401  (3972) (249) | 566

235 .08 a%) (169
M67 M08 1148 344 372 3389 853
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PERTUMBUHAN PDB PENGELUARAN DAN SEKTORAL 2015 - 2020

(%, vov)
Uraian 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |©"teck | RAPBN
2019 2020

Permumbuhan Ekonomi 49 5.0 51 52 52 53
Penggunaan

Konsums: Romah Tanepa dan INPRT 4.8 5.0 5.0 5.1 5,1 4.9
Konsums: Pemenntah 5,3 0,1 2.1 48 49 43
PMTB 5,0 453 6.2 6,7 5,7 6.0
Ekspor Bamang dan Jasa -2,1 -1,7 8.9 6.5 0.9 3.7
Impor Bep & Jasa -6,2 -2.4 8.1 120 0.6 3.2
Lapangan Usaha

Pertaman Kehutanan dan Penokanan 3.8 3.4 3.9 3.9 3.9 3.7
Pertambangan dan Pensealian -3.4 0.9 0,7 22 0.9 1,9
Industo Pengolahan 43 4.3 43 43 46 5.0
Pengadaan Listok dan Gas 0.9 5.4 1,5 5,3 5.4 4.2
Pengadaan Air, Penpelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,1 3.6 4.6 5,5 5,2 4.0
Konstmlks: 6.4 5,2 6.8 6,1 6.0 5,7
Pesdaganean Besar dan Eceran, Repamas Mobal dan Sepeda Motor 25 4.0 45 5.0 51 5,5
Transportas: dan Perendanean 6,7 7.4 8.5 7.0 7.1 7.0
Peavediaan Akomodasi: dan Makan Mionm 4.5 5,2 5.4 5.7 5.5 6.0
Infoomas: dan Kommmkas: 9.7 8.9 9.6 7.0 9.5 7.3
Jasa Kenanran dan Asucans: 8.6 39 3.5 4.2 6.1 6.3
Real Estate 4.1 47 3.7 3,6 4.7 4.9
Jasa Pemsahaan 7.7 7.4 8.4 8.6 8.5 8.3
Adoumstrasi Pemenntahan Pertahanan dan Janunan Sosial Wapb 4.6 32 2.1 7.0 5,0 4.3
Jasa Pendidikan 7,3 3.8 3,7 5.4 5.1 5.1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,7 5,2 6.8 7.1 7,2 7,5
Jasa lamnava 8.1 8.0 8.7 9.0 8.8 8.9

Samber BPS, Bappenas dm Kemenlen diolzh




PEMERINTAH PUSAT POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
(Sesuai UU 33/2004 dan UU 23/2014)

DBH ’\
DAU APBN
DAK \ 4 \ 4
Transfer Ke Belanja Pusat
Dana Otsus Daerah Di Daerah
Dana Penyesuaian
1 Melalui K/L l

R Desentralisasi Dekon / TP | Dana Vertikal
¢ Bag. Laba A
BUMD
. Lz:m-PAD | | *B. Pegawal Pembiayaan Lainnya

Lain-Lain | ®B. Barang Pinjaman (termasuk
PAD DAPEB & Pendapatarl_*B- Lainnya Obligasi Daerah)

Trf lainny yang sah Operasional || Modal Penggunaan SILPA

Pendapatan Belania D h Surplus / Pembiayaan

Daerah clanja baera Defisit Daerah Daerah
APBD \
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